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ABSTRAK 
 
YOGA ALEXANDRE ROSERA (B 111 12 115), Kepastian Hukum 
Terhadap Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang Telah Dibatalkan 
Oleh Mahkamah Konstitusi, di bawah bimbingan Ahmadi Miru 
sebagai pembimbing I dan Badriyah Rifai sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat 
hukum terhadap Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi serta mengetahui dan memahami Pelaksanaan 
kegiatan Perkoperasian yang menjalankan kegiatan usaha Perkoperasian 
namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. 
 Penelitian Ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar dan Kota 
Parepare. Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang 
terkait berdasarkan fakta hukum yang ada, serta berupa data lainnya yang 
diperoleh melalui kepustakaan yang relevan, yaitu literature, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah tersebut. Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data 
tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa masih adanya Koperasi 
yang melakukan kegiatan usaha Perkoperasian namun menggunakan 
Anggaran Dasar yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. 
 Akibat hukum terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usaha 
namun belum melakukan penyesuaian anggaran dasar adalah 
pertanggungjawaban tidak terbatas antara koperasi dan anggota-anggota 
koperasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan 
salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan 
perekonomian Indonesia. koperasi memiliki arti penting pada sektor 
ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa perkembangan 
koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu 
penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya 
dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan 
koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan 
tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 
Ayat (1) : 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan” 
Dalam Pasal 33 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun 
asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. 
Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha 
melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-
cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu 
lama.1 
                                                             
1 Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 160 
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Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan 
kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja 
sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak 
ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan 
pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama 
bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula 
para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi 
mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak 
koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.2 
Pemberdayaan koperasi secara tersktruktur dan berkelanjutan 
diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, 
mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat 
pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki 
pemerataan pendapatan masyarakat.  
Jika koperasi  mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi 
akan mandiri, mampu bersaing dengan kekuatan eonomi lainnya, mampu 
memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam dan 
luar negeri. Diharapkan jika tercapainya cita-cita yang diinginkan pada 
Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, yakni  sesuai dengan 
Fungsi dan peran koperasi: 
 
 
                                                             
2 Mohammad Hatta, 1987,  Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, PT. Inti Idayu Press, 
Jakarta, hlm. 14 
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1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada 
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 
sosialnya; 
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat; 
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 
sokogurunya; 
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengenmbangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
 
 
Untuk merealisasikan fungsi dan peran koperasi dalam 
membangun perekonomian bangsa Indonesia maka diperlukan dasar 
hukum yang pasti sehingga koperasi dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
 Pada tanggal 18 Oktober 2012, Dewan Perwakilan Rakyat  
mengesahkan Undang-Undang baru tentang Perkoperasian, yakni 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hadirnya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ini 
diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian 
Nasional. Akan tetapi, pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan pembatalan atas dasar Undang-Undang tersebut 
bernuansa korporasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan 
jiwa gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi yang kemudian 
memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
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Perkoperasian untuk sementara waktu hingga ada Undang-Undang baru 
yang mengatur tentang Perkoperasian guna mengisi kekosongan Hukum.3 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
telah berlaku selama dua Tahun. Selang waktu dua tahun tersebut ada 
beberapa koperasi yang telah berdiri. Dengan adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian maka Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 
yang pada poin pertama menentukan bahwa: 
“Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara hukum karena 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
pernah berlaku sebagai hukum positif, namun harus menyesuaikan 
kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan Peraturan Pelaksaannya”. 
 
Koperasi yang telah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian diwajibkan untuk melakukan 
penyesuaian dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan demikian 
hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam dunia 
Perkoperasian di Indonesia khususnya koperasi yang belum melakukan 
penyesuaian Anggaran Dasar. 
Dari uraian tersebut maka Penulis berniat meneliti dan mengkaji 
“Kepastian hukum terhadap Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
                                                             
3 Agus Sahbani, (2014), Undang-Undang Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi, 
http://www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalkan-
karena-berjiwa-korporasi, diakses pada 25 Januari 2016, pukul 00:48 WITA. 
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Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.”  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 
rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian yang melakukan kegiatan Perkoperasian dan belum 
melakukan penyesuaian Anggaran Dasar? 
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Kegiatan Perkoperasian yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian setelah putusan Mahkamah Konstitusi? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya: 
1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap koperasi 
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian yang melakukan kegiatan Perkoperasian 
dan belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. 
2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Kegiatan 
Perkoperasian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian setelah putusan Mahkamah 
Konstitusi. 
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D. Manfaat Penelitian 
Kegunaan Penelitian ini diantaranya: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam 
menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada 
khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan bagi Perkoperasian di Indonesia untuk menciptakan 
kepastian hukum terhadap koperasi yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada khususnya dan 
seluruh koperasi-koperasi di Indonesia pada umumnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Koperasi 
1. Pengertian Koperasi 
Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris 
yaitu  cooperatives yang mengandung dua kata  yakni kata co (bersama) 
dan kata operation (bekerja),  jadi apabila digabung cooperatives adalah 
bekerja bersama, atau berkerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa 
Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.4 
Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha 
bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 
tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta 
bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang 
lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong di antara 
anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya diri 
sendiri dan persaudaraan. koperasi menyatakan semangat baru untuk 
menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada 
kawan berdasarkan kebersamaan.5 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 di 
tentukan bahwa: 
“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 
                                                             
4 Andjar Pachta,(dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan 
Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm 19 
5 Ibid 
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gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.” 
 
 Dari Pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa: 6 
a. Koperasi adalah badan usaha bukan Ormas 
b. Pendiri/ pemiliknya adalah orang-orang (perorangan/ individu) atau 
badan hukum Koperasi 
c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas 
kekeluargaan 
d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat 
Dari uraian di atas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 ciri koperasi adalah:7 
a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu 
tujuan suatu keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di 
segala sektor perokonomian di mana saja dengan 
mempertimbangkan kelayakan usaha. 
b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk 
meningkatkan usaha dan kesejahteraannya. 
c. Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan. 
d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 
anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga 
anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 
e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi 
didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi 
serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota 
                                                             
6 Budi Untung, 2005,  Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, hlm. 2 
7 Ibid, hlm. 3 
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dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar, 
sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal 
yang diberikan 
f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung 
jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung 
jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri 
sendiri. 
Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian Pasal 1 angka 1, ditentukan bahwa:  
“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 
usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 
Koperasi”. 
 
Dari definisi di atas jelas sangat berbeda dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menentukan bahwa 
“Koperasi adalah badan hukum” sedangkan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi dirumuskan sebagai “Badan 
usaha”. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak 
mengandung pengertian subtantif mengenai koperasi sebagaimana 
dimaksud Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan 
penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun 
perusahaan yang khas.8 
 
                                                             
8 Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 
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2. Hakikat Koperasi 
a. Tujuan Koperasi 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian Pasal 3 memaparkan tujuan koperasi yang mengatakan 
bahwa: 
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 
tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945” 
 
 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian Pasal 4 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 
memaparkan tujuan koperasi sebagai berikut: 
“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada 
khususnya dan Masyarakat pada umumya, sekaligus sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian Nasional 
yang Demokratis dan berkeadilan” 
 
 Dari masing-masing pemaparan dari tujuan koperasi berdasarkan 
kedua Undang-Undang di atas dapat di pahami bahwa pertama, koperasi 
bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada Khususnya dan 
Masyarakat pada Umumnya. Kedua, koperasi bertujuan untuk 
membangun tatanan perekonomian bangsa Indonesia. 
b. Sifat Koperasi 
Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk 
golongan kurang mampu dalam hal kekayaan yang ingin meringankan 
beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain 
adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan. 
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Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-
orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk 
mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk 
usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang 
dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi mereka ingin 
memperbesar keuntungan itu. Pada umumnya perkumpulan koperasi 
terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan 
hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup 
kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing 
tidak kaya.9  
c. Nilai dan Prinsip Koperasi 
Kongres ke-100 International Cooperative Alliance (ICA) di 
Manchester menetapkan ICA Indentity Cooperative Statement (IICIS) 
yang selain memperbarui, juga memantapkan definisi, nilai-nilai dan 
Prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut: 
1) Nilai-nilai Koperasi 
Cooperatives are based on the values of self-help, self-
responsibility, democracy, equality, and solidarity. In the tradition of 
their founder, cooperative members believe in the ethical values of 
honesty, openness, social responsibility, and caring for others. 
 
 Nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, 
bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan 
solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, 
                                                             
9 Andjar Pachta,(dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan 
Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm 22 
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keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap 
sesama.10 
2) Prinsip-prinsip Koperasi 
a) Prinsip pertama : Voluntary and Open Membership (Sukarela 
dan Terbuka) 
Cooperative are voluntary organitaions, open to all 
persons able to use their service and willing to accept the 
responsibilties of membership, without gender, social, 
racial, political or religious discrimination. 
 
Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada 
semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang 
diberikannya dan mau menerima tanggung jawab 
keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, 
politik, atau agama.11 
b) Prinsip kedua : Democratic Member Control (Kontrol Anggota 
Demokratis) 
Cooperatives are democratic organisations controlled by 
their members, who activly participate in setting their 
policies and making decisions 
 
Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol 
oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan 
kebijakan dan membuat keputusan.12 
c) Prinsip ketiga : Member Economic Perticipation (Partisipasi 
Ekonomi Anggota) 
                                                             
10 Ibid, hlm 23 
11 Ibid, hlm. 23 
12 Ibid 
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Member contribute equitably to, and democratically 
control, the capital of their cooperative. 
Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan 
secara demokrasi atas modal koperasi.13 
d) Prinsip keempat: Autonomy and Independence (Otonomi dan 
Independen) 
Cooperatives are autonomous, self-help organitations  
controlled by their members. If they enter into agreements 
with other organitations, including governments, or raise 
capital from external source, they do so on terms taht 
ensure democratic control by their members and maintain 
their cooperative autonomy. 
 
Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan 
oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat 
perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerinta atau 
menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap 
dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan 
mempertahankan otonomi koperasi.14 
e) Prinsip kelima: Education, Training, and Information 
(Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi) 
Cooperatives provide education and training for their 
members, elected representatives, managers, and 
employees so they can contribute effectively to the 
development of their cooperatives. 
 
Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk 
anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan 
                                                             
13 Ibid 
14 Ibid, hlm. 24 
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sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk 
perkembangan koperasi.15 
f) Prinsip keenam: Cooperatives among Cooperatives ( Kerja 
sama Antar Koperasi) 
Cooperatives serve their members most effectively and 
strengthen the cooperative movement by working together 
through local, national, regional, and international 
structures. 
  
Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat 
gerakan koperasi melaui kerja sama dengan struktur koperasi 
Lokal, Nasional, dan Internasional.16 
g) Prinsip ketujuh: Concern for Community (Perhatian terhadap 
Komunitas) 
Cooperatives work for the sustainable development of 
their communities through policies approved by their 
members. 
Koperasi bekerja untuk perkembangan yang 
berkesinambungan atas komunitasnya.17 
Untuk lebih sederhana memahami prinsip-prinsip koperasi, berikut 
adalah Rochadale Principles. Rochadale adalah sebuah kota kecil di 
Inggris, di mana untuk pertama kalinya koperasi (konsumsi) didirikan. 
Dalam sejarah prinsip-prinsip koperasi Rochdale ini terkenal dengan nama 
                                                             
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid, hlm. 25 
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The Equitable Pioneerss of Rochdale, yang telah merupakan perintis jiwa 
koperasi. Prinsip-prinsip Rochdale tersebut adalah sebagai berikut: 18 
1) Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela; 
2) Seorang anggota mempunyai hak satu suara; 
3) Netral terhadap agama dan aliran politik mana pun juga; 
4) Siapa saja dapat diterima sebagai anggota; 
5) Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan; 
6) Pembagian keuntungan menurut pembelian/jasa anggota; 
7) Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat; 
8) Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin; 
9) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya; 
10) Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk 
memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.  
d. Jenis Koperasi 
Seperti diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan 
koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang 
memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis 
koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi 
sekunder. 
Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-
kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi 
                                                             
18 Ibid 
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sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 
koperasi primer.19 
Selanjutnya, ada empat tingkat organisasi koperasi: 20 
1) Yang pertama, koperasi primer yang keanggotaannya terdiri 
sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat 
keanggotaan. 
2) Pusat koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi 
primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah 
tingkat II/ Kabupaten. 
3) Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan 
koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/ 
Provinsi. 
4) Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan 
koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya Ibukota. 
Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha 
untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan 
dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-
jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi 
tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu: 21 
1) Koperasi Konsumsi. 
2) Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam). 
3) Koperasi Produksi. 
4) Koperasi Jasa. 
                                                             
19 Budi Untung, 2005,  Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, hlm. 19 
20 Ibid, hlm. 20 
21 Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 49 
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5) Koperasi Serba Usaha. 
Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat 
dijelaskan dalam uraian berikut ini: 
1) Koperasi Konsumsi 
Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, 
misalnya: barang-barang pangan seperti beras, gula, garam, dan 
minyak kelapa. Barang-barang sandang, misalnya: kain batik, 
tekstil, dan barang pembantu keperluan sehari-hari seperti: sabun, 
minyak tanah.22 
Oleh karena itu koperasi mengusahakan kebutuhan sehari-
hari juga disebut koperasi Konsumsi. Tujuan koperasi Konsumsi 
adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang 
konsumsi dengan kualitas baik dengan harga yang layak. Koperasi 
Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari 
tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam 
lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi:23 
a) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan 
rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara 
produsen dengan konsumen; 
b) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah; 
c)  Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian 
dapat dihemat. 
                                                             
22 Ibid 
23 Ibid, hlm. 51 
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Koperasi Konsumsi yang baik dan sempurna berusaha 
menyediakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan 
oleh anggota-anggotanya. Untuk mendapatkan barang-barang itu 
dengan mudah dan murah, yang kemudian dijual kepada anggota-
anggotanya dengan harga seekonomis-ekonomisnya, maka 
Koperasi konsumsi berusaha memperoleh serta membeli barang-
barang yang dibutuhkan anggota-anggotanya dari pedagang-
pedagang besar (grosir) atau langsung dari importir, bahkan yang 
paling baik langsung dari pabrik yang menghasilkan barang-barang 
itu. Tujuan utama Koperasi Konsumsi ialah memperoleh barang-
barang kebutuhan anggota-anggotanya dengan murah dan 
mudah.24 
2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan 
kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah 
dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya 
Koperasi ini dikatakan sebagai Koperasi Kredit.25 
Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi 
yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui 
tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus 
untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara 
                                                             
24 Ibid, hlm. 52 
25 Ibid 
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mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan 
kesejahteraan.26 
Tujuan Koperasi Kredit adalah: 27 
a) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat 
membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan. 
b) Mendidikkepada para anggota, supaya giat menyimpan 
secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. 
c) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan 
sebagian pendapatan mereka. 
d) Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian. 
3) Koperasi Produksi 
Koperasi Produksi yaitu Koperasi yang bergerak dalam 
bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang 
baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun 
orang-orang anggota Koperasi. Contohnya adalah Koperasi 
Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan 
Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi batik, Koperasi Pertanian dan 
lain-lain.28 
4) Koperasi Jasa 
Koperasi jasa yaitu Koperasi yang berusaha di bidang 
penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat 
umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi 
                                                             
26 Ibid, hlm. 54 
27 Ibid 
28 Ibid, hlm. 55 
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Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Asuransi 
Indonesia, dan Lain-lain.29 
Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) 
kepada para anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa, 
antara lain: 30 
a) Koperasi pengangkutan memberikan jasa angkutan barang 
atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan 
seperti truk yang mengangkut barang-barang dari anggota 
yang dengan tarif yang lebih murah dari tarif umum, atau 
dibelikan bis dengan maksud serupa pula. 
b) Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara 
menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup 
rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga 
yang relatif rendah. 
c) Koperasi asuransi meberikan jasa jaminan kepada para 
anggotanya, misalnya: 
a. Asuransi Jiwa 
b. Asuransi Pinjaman 
c. Asuransi Kebakara 
5) Koperasi Serba Usaha 
Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat 
didaerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan 
Koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit desa terdiri dari beberapa 
                                                             
29 Ibid, hlm. 59 
30 Ibid, hlm. 61 
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desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan 
potensi ekonomi.31 
Karena mempunyai banyak fungsi, maka KUD juga 
melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang 
meliputi perpaduan dari kegiatan Koperasi Produksi, Koperasi 
Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa.32 
3. Asas-asas Koperasi Indonesia 
Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotong-
royongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia, yang 
juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan 
bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya 
menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, 
sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan 
dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu 
sepanjang masa dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, 
kekeluargaan dan gotong-royong dengan semboyan Bhineka Tunggal 
Ika.33 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga dipaparkan 
azas-azas yang berkaitan dengan Koperasi, yakni pada Pasal 2 yang 
menetapkan: 
“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
serta berdasar atas asas kekeluargaan” 
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Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa asas Koperasi meliputi: 34 
1) Azas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari 
budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam Koperasi oleh 
semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan 
dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta 
keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. 
2) Azas kegotong-royongan, yang berarti pada Koperasi terdapat 
keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab 
bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk 
kesejahteraan bersama. 
4. Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia 
Koperasi Indonesia dalan rangka pembangunan ekonomi dan 
perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 
pada umumnya memiliki fungsi dan peran yang harus dilaksanakan. 
a. Fungsi Koperasi 
Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari 
orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang 
dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. 
Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan 
keuntungan, Koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana 
tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya, Koperasi adalah 
                                                             
34 Ibid, hlm. 18 
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suatu bentuk perusahaan yang berasas kekeluargaan dan dikelola 
secara demokratis.35 
Berdasarkan uraian di atas maka dengan sendirinya memiliki 
dua fungsi penting, yakni: 
1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi 
Fungsi Koperasi dalam Bidang  Koperasi secara khusus 
adalah sebagai berikut: 36 
a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan 
dalam melakukan usahanya, Koperasi tidak menjadikan 
keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama Koperasi 
ialah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan. 
b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang 
lebih adil.  
c) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasimodal 
lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama, Koperasi 
bukanlah perkumpulan modal yang semata-mata bermaksud 
mencari keuntungan, Koperasi adalah perkumpulan orang 
yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan anggotanya. 
d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih 
murah dengan menjadikan pelayanan sebagai motif 
utamanya. 
e) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. 
                                                             
35 Revrisond Baswir, 2013, Koperasi Indonesia, BPFE, Yogyakarta, hlm. 51 
36 Ibid, hlm. 52 
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f) Menumbuhkan sifat jujur dan keterbukaan dalam 
pengelolahan perusahaan. 
g) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, 
atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan 
h) Melatih masyarakat dalam menggunakan pendapatannya 
secara efektif. 
2) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial 
 Fungsi Koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya 
adalah sebagai berikut: 37 
a) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, 
baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun 
dalam membangun tatanan sosial yang lebih 
berperikemanusiaan. 
b) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban 
sesuai dengan kemampuannya masing-masing demi 
terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab. 
c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, 
yang tidak dibangun atas hubungan kebendaan, melainkan 
atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan. 
d) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat 
demokratis yang menjamin dilindunginya hak dan kewajiban 
setiap orang. 
                                                             
37 Ibid, hlm 53 
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e) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang 
tentram dan damai. 
Dengan fungsi seperti itu dapat disaksikan bahwa 
diperlukannya Koperasi bagi kemanusiaan baik secara ekonomi 
maupun sosial. 
b. Peran Koperasi 
Pandangan mengenai peran Koperasi dalam msyarakat 
setidak-tidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga aliran sebagai 
mana yang dikemukan oleh Casselman38, yakni: 
1) Aliran Yardstick 
 Menurut aliran pandangan ini, Koperasi sebenarnya 
tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan perubahan 
terhadap sistem dan struktur perekonomian kapitalis. Peran 
Koperasi pada aliran ini hanyalah sebagai tolak ukur, dalam 
arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, 
terhadap keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh 
sistem perekonomian kapitalis. Sebab itu, sasaran gerakan 
Koperasi dalam suatu masyarakat kapitalis, terbatas dari 
segi melenyapkan praktik-praktik persaingan tidak sehat, 
yang sering menyertai sistem perekonomian itu.39 
2) Aliran sosialis 
 Pandangan aliran sosialis mengenai fungsi dan peran 
Koperasi agak berbeda dari pandangan aliran yardstick. 
                                                             
38 Ibid, hlm 50 
39 Ibid, hlm. 50 
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Bagi aliran ini, yang memandang sistem perekonomian 
kapitalis sebagi utamanya, peran Koperasi dalam 
masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekadar 
sebagai tolak ukur atau sebagai penyeimbang. Menurut 
aliran ini, karena sistem perekonomian kapitalis adalah 
suatu sistem perekonomianyang harus segera diakhiri, 
kehadiran Koperasi dalam masyarakat kapitalis harus 
difungsikan sebagai kekuatan untuk mengakhiri sistem 
perekonomian kapitalistik itu. Nsejalan dengan tujuanh 
akhir aliran ini, fungsi dan peran Koperasi bagi mereka 
adalah sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat 
sosialis.40 
3) Aliran Persemakmuran 
 Aliran Persemakmuran mungkin dapat dikategorikan 
sebagai aliran jalan tengah. Di satu pihak, sebagaimana 
aliran Yardstick, aliran ini tidak memandang sistem 
perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian 
yang harus dihancurkan. Dipihak lain, sebagai mana aliran 
sosialis, aliran ini juga sepakat bahwa sistem perekonomian 
kapitalis perlu dikoreksi. Hanya  saja, koreksi yang 
ditawarkan aliran ini tidak seradikal uang yang diinginkan 
oleh aliran sosialis.41 
                                                             
40 Ibid, hlm. 50 
41 Ibid. hlm. 51  
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 Lebih jelasnya, bagi aliran persemakmuran, peran 
Koperasi dalam masyarakat kapitalis bukanlah sekadar 
sebagai penyeimbang, bukan pulan sekadar alat, 
melainkan sebagai alternatif dari bentuk-bentuk perusahaan 
kapitalis. Sebagai suatu bentuk perusahaan alternatif, maka 
menurut aliran ini Koperasi harus ditingkatkan perannya 
dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat, 
untuk mewujudkan suatu masyarakat Koperasi.42 
 Selain pemaparan dari fungsi dan peran di atas, 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian juga memaparkan fungsi dan peran 
Koperasi, yakni pada Pasal 4 yang menetapkan: 
Fungsi dan Peran Koperasi adalah: 
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan 
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan 
Koperasi sebagai sokogurunya; 
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
 
5. Organ-organ dalam Koperasi 
Sebagai mana halnya dalam badan usaha, maka dibutuhkan 
lembaga atau organ yang mengelola badan usaha tersebut. Dalam 
                                                             
42 Ibid 
28 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 21 
ditetapkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi Koperasi, yakni: 
1) Rapat Anggota 
2) Pengurus 
3) Pengawas 
Dari pemaparan organ di atas maka dapat diuraikan organ-organ 
Koperasi yakni Rapat anggota, Pengurus dan Pengawas. 
a. Rapat Anggota 
 Secara hukum anggota Koperasi adalah pemilik dari 
Koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai 
wewenang mengendalikan Koperasi bukan pengurus dan bukan 
pula manager. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan 
bahwa kunci keberhasilan Koperasi terletak pada anggota. Rapat 
anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi 
Koperasi. Rapat anggota itu adalah tempat di mana suara-suara 
anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu 
tertentu.43 Hal ini tampak bahwa Rapat Anggota berwenang untuk 
menetapkan: 44 
1) Anggaran Dasar; 
2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan 
usaha Koperasi; 
3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan 
pengawas; 
                                                             
43 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hlm 145 
44 Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49 
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4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja 
Koperasi serta pengesahan laporan keuangan; 
5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam 
pelaksanaan tugasnya; 
6) Pembagian sisa hasil usaha 
7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 
Koperasi 
 Selain kewenangan yang disebutkan di atas, rapat anggota 
pun berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban 
pengurus dan pengawas mengenai pengelolahan Koperasi. 
 Tentang tugas dan peran dari rapat anggota ini, di 
Indonesia diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 
b. Pengurus 
 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 menjelaskan 
mengenai pengurus sebagai organ dalam organisasi Koperasi. 
Pengurus memiliki tugas dan fungsi yang dipaparkan dalam Pasal 
30, yang menetapkan: 
1) Pengurus Koperasi bertugas: 
a) Mengelolan Koperasi dan usahanya 
b) Mengajukan rancangan rencana kerja serata rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 
c) Menyelenggarakan rapat anggota 
d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas 
e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris 
secara tertib 
f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus 
30 
 
 
2) Pengurus berwenang: 
a) Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan 
b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru 
serta pemberhentian anggota sesuia dengan ketentuan 
dalam Anggaran Dasar 
c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kekepentingan dan 
kemanfaatan Koperasi sesuai dengan 
pertanggungjawaban dan keputusan rapat anggota. 
 
 Leon Garayon dan Paul O. Mohn, menyebutkan bahwa 
pengurus itu mempunyai fungsi idiil (ideal function), dan karenanya 
pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu: 45 
1) Berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi 
(Supreme decision ccenter function). 
2) Berfungsi sebagai pemberi nasihat (advisory function) 
3) Berfungsi sebagai pengawas pengawas atau sebagai orang 
yang dapat dipercaya (Trustee function) 
4) Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungan ooraganisasi 
(Perpetuating function) 
5) Berfungsi sebagai simbol (Symbolic Function) 
c. Pengawas 
 Pengawasan yang dalam bahasa Inggris disebut 
Controlling adalah merupakan salah satu fungsi dari managemen. 
Beberapa buku menggunakan istilah pengendalian untuk fungsi 
ini.46 
 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian Pasal 39 ditentukan bahwa:   
                                                             
45 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hlm 150 
46 Ibid, hlm 159 
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1) Pengawas bertugas: 
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan dan penglolahan Koperasi, 
b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, 
2) Pengawas berwenang: 
a) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi 
b) Mendapatkan segala keterangan yang ada pada 
Koperasi 
c) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 
3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya 
terhadap pihak ketiga. 
 
6. Keanggotaan Koperasi 
Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa 
Koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh 
Undang-Undang Perkoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang sah 
dari rapat anggota. Para anggota bersama merupakan unsur yang penting 
pada Koperasi yang mempunyai hak dan menentukan di dalam 
Koperasi.47 
a. Sifat Keanggotaan Koperasi 
Sifat keanggotaan Koperasi adalah Bebas, sukarela dan 
terbuka. Ini berarti bahwa seorang menjadi anggota Koperasi 
berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa 
                                                             
47 Budi Untung, 2005,  Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, hlm 33 
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ada paksaan dari siapapun, juga asas persamaan diantara sesama 
anggota tetap dipertahankan di dalam Koperasi, tanpa 
mengadakan perbedaan diantara anggota yang berlainan 
keturunan, paham, politik dan agama. Sebenarnya anggota-
anggota Koperasi itulah yang memiliki Koperasi secara bersama-
sama. Maju mundurnya Koperasi itupun sebagian besar tergantung 
dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri.48 
b. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 
 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian Pasal 20 dijelaskan tentang hak dan kewajiban 
Koperasi yakni: 
1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: 
a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 
Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; 
b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan 
oleh Koperasi; 
c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan 
atas asas kekeluargaan. 
2) Setiap Anggota mempunyai Hak: 
a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 
dalam rapat anggota; 
b) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan 
pengawas; 
c) Meminta untuk diadakan rapat anggota menurut ketentuan 
dalam anggaran dasar; 
d) Mengemukakan Pendapat atau daran Kepada pengurus diluar 
Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; 
e) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara 
sesama anggota; 
f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi 
menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. 
 
 
                                                             
48 Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 
103 
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B. Pendirian, Modal, Sisa Hasil Usaha dan Pembubaran Koperasi 
1. Pendirian Koperasi dan Status Badan Hukum Koperasi 
Seperti diketahui bahwa Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang perorangan atau badan hukum Koperasi dengan 
melandaskan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan. Dari definisi di atas dapat  disimpulkan 
bahwa cara dan syarat pendirian Koperasi sebagai berikut: 49 
a. Orang yang mendirikan Koperasi harus mempunyai kepentingan 
ekonomi yang sama 
b. Memiliki tujuan yang sama 
c. Memenuhi syarat wilayah tertentu dan 
d. Telah membuat konsep Anggaran Dasar Koperasi. 
Jika persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, maka harus dimuat 
Anggaran Dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan: 50 
a. Daftar nama pendiri 
b. Nama dan tempat serta bidang usaha 
c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha 
d. Ketentuan mengenai keanggotaan 
e. Ketentuan mengenai rapat anggota 
f. Ketentuan mengenai pengelolahan 
g. Ketentuan mengenai permodalan 
h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya 
i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha 
                                                             
49 Budi Untung, 2005,  Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta, hlm 27 
50 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hlm 45 
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j. Ketentuan mengenai sanksi. 
Jika para pendiri telah mempelajari dan memahami tentang 
pedoman Anggaran Dasar Koperasi, maka akan dibentuk suatu panitia 
pembentukan Koperasi yang antara lain bertugas: 51 
a. Mengadakan persiapan pembentukan Koperasi. 
b. undang calon-calon anggota Koperasi yang memenuhi 
keanggotaan untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi. 
c. Mengundang para terkemuka di lingkungan daerah kerja Koperasi 
untuk turut menghadiri rapat pembentukan tersebut. 
d. Mengundang pejabat Koperasi dan pejabat-pejabat Pemerintah 
setempat untuk dapat memberikan petunjuk dalam rapat 
pembentukan Koperasi. 
e. Mempersiapkan rapat anggaran dasar Koperasi untuk dipelajari 
calon-calon anggota , sehingga pada rapat pembentukan dapat 
diajukan pertanyaan-pertanyaan maupun usul-usul untuk 
dipertimbangkan. 
 Koperasi akan mendapat status badan hukum setelah akta 
pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan 
pengesahan, para pendiri harus mengajukan permohonan tertulis 
disertai dengan akta pendirian ke pemerintah.52 
 
 
 
                                                             
51 Pandji Anotaga, 2007,  Dinamika Koperasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 74 
52 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hlm 45 
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2.  Modal Koperasi 
Telah diketahui bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang 
dan bukan perkumpulan modal, karena masih banyak yang berpendapat 
bahwa dalam Koperasi kedudukan modal tidaklah penting. Sebagai 
perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis 
(perekonomian) Koperasi banyak memerlukan modal, jadi modal itu tetap 
vital. Namun demikian modal tidak boleh diberi arti lebih penting daripada 
orang-orang yang menjadi anggota Koperasi.53 Selanjutnya di bawah ini 
dapat dilihat apa saja yang dapat menjadi sumber dana untuk memupuk 
permodalan Koperasi, termasuk Koperasi di Indonesia, antara lain 
sebagai berikut: 54 
a. Modal Sendiri 
1) Simpanan Pokok 
2) Simpanan Wajib 
3) Dana Cadangan 
4) Hibah 
b. Modal Pinjaman 
1) Pinjaman dari Anggota 
2) Pinjaman dari Anggota Koperasi lain 
3) Pinjaman dari Koperasi lain 
4) Pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan lainnya 
5) Pinjaman dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang 
lainnya 
                                                             
53 G. Kartasapoetra, 2005, Praktek Pengelolahan Koperasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45 
54 Andjar Pachta,(dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan 
Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm. 116 
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6) Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan 
Selain modal yang telah di uraikan di atas Koperasi dapat pula 
melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari Modal Penyertaan. 
Pemupukan modal Koperasi yang berasal dari dana pemerintah maupun 
dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan 
untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi.55 
Namun pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memiliki 
pandangan lain, yakni dengan ditambahkannya Sertifikat Modal Koperasi 
sebagai modal awal. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang menentukan 
bahwa: 
“Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal 
Koperasi sebagai modal awal” 
Sertifikat Modal Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat (9) adalah: 
“Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota 
Koperasi dalam Modal Koperasi.”  
3. Sisa Hasil Usaha Koperasi  
Sisa Hasil Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 Tentang Perkoperasian Pasal 45 Ayat (1) adalah: 
“Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang 
diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, 
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak  dalam tahun 
buku yang bersangkutan.” 
                                                             
55 Ibid, hlm 125 
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Terhadap cara dan besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha adalah 
diserahkan kepada kesepakatan para anggota Koperasi yang kemudian 
dituangkan dalam Anggran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 
Selain itu juga harus diadakan pemisahan antara penggunaan 
pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan 
terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota.56  
 Sisa Hasil Usaha ini terdiri atas: 57 
1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan 
untuk anggota; 
2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan 
untuk pihak ketiga. 
Bagian Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap 
pihak ketiga, termasuk bukan anggota tidak dibagikan kepada anggota, 
karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.58 
c. Pembubaran Koperasi 
Pembubaran Koperasi yang dimaksud adalah suatu kesepakatan 
para anggotanya rapat anggota atau atas dasar keputusan pejabat 
(pemerintah) untuk membubarkan Koperasi dengan alasan sebagai 
berikut: 59 
1) Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi itu tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan di dalam Undang-Undang; 
                                                             
56 Sudarsono, 2010, Koperasi dalam Teori dan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 115 
57 G. Kartasapoetra, 2003, Koperasi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 171 
58 Sudarsono, 2010, Koperasi dalam Teori dan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 115 
59 Ibid, hlm. 147 
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2) Kegiatan-kegiatan Koperasi itu bertentangan dengan ketertiban 
Umum atau kesusilaan; 
3) Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa 
sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. 
Cara pembubaran Koperasi Indonesia di dalam Undang-Undang 
Perkoperasian diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 
beserta penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang 
Perkoperasian terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk 
membubarkan Koperasi, yaitu: 
1) Berdasarkan Keputusan rapat anggota 
Apabila pembubaran Koperasi tersebut berdasarkan 
kehendak Rapat Anggota maka cara pembubarannya dengan 
catatan, bahwa keputusan untuk pembubaran dalam Rapat 
Anggota adalah sudah sesuai dengan quorum dan lain-lain, seperti 
yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi yang bersangkutan. Pengurus Koperasi atau organisasi 
yang dikuasakan khusu untuk itu mengajukan surat permintaan 
resmi tentang pembubaran kepada pejabat. Dalam surat 
permintaan tersebut disertakan petikan Rapat Anggota 
pembubaran Koperasi yang bersangkutan yang memuat tentang 
keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Koperasi 
tersebut.60 
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2) Pembubaran atas dasar kehendak Pemerintah 
Pemerintah dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah 
Koperasi, apabila salah satu dari ketiga alasan seperti yang telah 
diterangkan di atas, terbukti terjadi atau dialami oleh Koperasi yang 
bersangkutan. Untuk ini pemerintah harus memberitahukan 
kehendak untuk membubarkan Koperasi tersebut secara tertulis, 
dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat di 
pertanggungjawabkan disertai pula dengan alasannya kepada 
Koperasi yang bersangkutan.61 
C. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
1. Anggaran Dasar Koperasi 
Anggaran Dasar dari suatu perkumpulan termasuk Koperasi 
merupakan kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat oleh para 
pendiri perkumpulan itu, mengatur hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan perkumpulan itu baik secara internal maupun eksternal. 
Demikian juga Anggaran Dasar dari suatu badan usaha Koperasi yang 
berlaku bagi semua anggota Koperasi tersebut, baik mengenai hubungan 
hukum antara sesama Anggota Koperasi maupun antara para anggota 
Koperasi dengan Koperasinya ataupun mengenai hubungan-hubungan 
hukum yang berlaku terhadap Koperasi apabila hendak menjalin 
hubungan usaha dengan pihak ketiga.62 
 
 
                                                             
61 Ibid, hlm 148 
62 Andjar Pachta,(dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan 
Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm. 95 
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2. Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
Sama seperti dengan organisasi-organisasi lainnya, Koperasi 
mempunyai peraturan-peraturan dalam menjalankan kegiatannya. 
Peraturan-peraturan ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat 
khusus. Peraturan yang bersifat umum dalam Koperasi disebut Anggaran 
Dasar, sedangkan peraturan yang rinci bersifat khusus disebut Anggaran 
Rumah Tangga.63 Yang dimaksudkan ke dalam Anggaran Dasar itu 
hanyalah peraturan-peraturan dasar atau peraturan-peraturan pokok saja. 
Peraturan-peraturan yang tidak pokok dihimpun tersendiri di dalam 
Anggaran Rumah Tangga, yaitu: himpunan peraturan-peraturan yang 
mengatur urusan rumah tangga sehari-hari.64 
Sebagai kesimpulan, maka dapatlah dikatakan bahwa Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut berlaku sebagai dokumen 
persetujuan/ kontrak/ perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, 
karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai Undang-Undang 
yang mengikat bagi para pembuatnya.65 
3. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 
Ada 2 (dua) cara dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga, yaitu: 
a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Sebelum Koperasi Berstatus Badan Hukum 
                                                             
63 Admin, Pengertian AD/ART Itu Sendiri, http://kementeriankoperasi.com/pengertian-ad-art-
koperasi/, diakses pada 27 Januari 2016, pukul 21:10 WITA 
64 Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97 
65 Andjar Pachta,(dkk), 2005, Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan 
Modal Usaha, Prenada Media Group, hlm. 97 
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 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada 
prinsipnya terbuka untuk diubah atau ditambah sesuai dengan 
kebutuhan. Demikian juga terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga dari sebuah Koperasi yang belum mendapat status 
sebagai badan hukum. Dalam hal demikian, maka perubahan 
terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dapat 
dilakukan oleh para pendiri Koperasi. Para pendiri masih 
mempunyai hak untuk secara bersama-sama mengubah isi 
kesepakatan yang mereka buat dalam rangka mendirikan Koperasi. 
Oleh karena itu untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang telah 
mereka tuangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga dapat mereka lakukan melalui pengurus dengan 
mengundang para anggota untuk mengadakan Rapat Anggota.66 
b. Perubahan Anggaran Dasar Setelah Koperasi berstatus Badan 
Hukum 
 Satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh para 
pengurus maupun anggota Koperasi, bahwa dalam setiap 
melakukan perubahan Anggaran Dasar, baik dilakukan sebelum 
maupun sesudah mendapatkan status badan hukum wajib 
dilakukan oleh rapat anggota, sesuai dengan tata cara dan 
ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar. Selanjutnya yang 
harus diperhatikan adalah apakah perubahan Anggaran Dasar 
yang dilakukan oleh rapat anggota tersebut mengenai hal-hal yang 
                                                             
66 Ibid, hlm 99 
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bersifat mendasar atau tidak. Jika yang diubah adalah Pasal-Pasal 
yang mengatur hal-hal yang mendasar, maka perubahan yang 
dihasilkan dari kesepakatan bersama itu harus mendapatkan 
pengesahan dari otoritas yang berwenang. Sebaliknya, apabila 
perubahan anggran dasar tersebut tidak menyangkut Pasal-Pasal 
yang mendasar, maka tidak perlu mengajukan permintaan 
pengesahan  dari otoritas yang berwenang, cukup dibuat dalam 
bentuk akta autentik saja. Perubahan yang mendasar, adalah 
mengenai hal-hal yang pokok yang dapat mempengaruhi kinerja 
badan usaha Koperasi, misalnya mengenai perubahan-perubahan 
dalam bidang usaha, melakukan penggabungan, dan lain-lain  yang 
mempunyai nilai materiil terhadap usaha Koperasi atau Koperasi 
atau organisasinya.67  
D. Putusan Mahkamah Konstitusi 
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 
 UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi 
pengawal konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi 
yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan”. Undang-
Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum 
yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki 
kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau 
menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum.68 
                                                             
67 Ibid, hlm 100 
68 Janedjri M. Gaffar, 2009, Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia,https://www.academia.edu/9999446/ KeduduKan_ Fungsi_ 
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2. Fungsi dan Peran Mahkmah Konstitusi 
 Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga 
konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian 
halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan 
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka 
menjaga konstitusi, fungsi pengujian Undang-Undang itu tidak dapat lagi 
dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-
Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi 
supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga 
terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem 
supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. 
Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan 
ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-
hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal 
konstitusionalitasnya.69 
3. Putusan Final dan Mengikat 
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and 
binding). Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 ditentukan bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada 
peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu 
sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan 
                                                                                                                                                                       
dan_Peran_MahKaMah_Konstitusi_dalaM_sisteM_Ketatanegaraan_rePubliK_indonesia, diakses 
pada, 17 Februari 2016, Pukul 02.42 WITA 
 
 
69 Ibid 
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kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan 
Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan 
dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk 
dilaksanakan. Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait 
dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi harus patuh 
dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.70 
                                                             
70 Ibid 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma atau doktrin-doktrin 
dalam hukum positif. Penelitian hukum empiris  ini menggunakan 
metode penerapan peraturan Perundang-Undangan  yang berkenaan 
dengan efektifnya suatu Undang-Undang. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa daerah di 
Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, dan Pare-pare. 
Dipilihnya lokasi penelitian di daerah ini, karena didasarkan 
pada pertimbangan bahwa Kota Makassar selain merupakan pusat 
perdagangan dan Industri di Sulawesi Selatan, juga merupakan 
daerah strategis berdirinya beberapa Koperasi, termasuk pula di 
daerah Parepare yang masih merupakan wilayah Sulawesi Selatan. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian, terutama Koperasi yang 
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian. 
Selanjutnya sampel responden penelitian ditentukan dalam kuota 
tertentu sesuai dengan kebutuhan data dan sifat representatif dari 
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heterogenitas dan karakteristik populasinya, dengan menggunakan teknik 
penarikan sampel secara purposive sampling. Sampel yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah : 
1. 1 (satu) orang nara sumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah  di Makassar. 
2. 1 (satu) orang nara sumber dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah  di Parepare. 
D. Jenis dan Sumber Data 
   Untuk jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri atas dua, 
yaitu : 
a. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan dari sampel 
penelitian dengan melakukan teknik wawancara kepada 
responden penelitian, yaitu : 
1. Pihak dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
wilayah Makassar  
2. Pihak dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
wilayah Pare-pare.  
b. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung 
keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan dari data 
primer. 
E. Teknik Analisis 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang 
mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 
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lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan 
dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang 
diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas 
permasalahan yang dirumuskan. Untuk mengetahui keterkaitan 
hubungan antar fenomena gejala dan teori. Metode analisa yang 
dipakai adalah metode deduktif. Melalui metode deduktif, data 
sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara 
komparatif akan dijadikan pedoman didalam melihat fenomena-
fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan penerapan 
suatu aturan Perundang-Undangan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Akibat hukum bagi Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang 
melakukan kegiatan Perkoperasian dan belum melakukan 
penyesuaian Anggaran Dasar. 
 
 
Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian memberikan dampak terhadap aturan yang didasarkan 
pada Undang-Undang tersebut. Keabsahan Koperasi yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian telah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 
169/SE/Dep.1/VI/2014. Namun dalam Surat Edaran tersebut tidak 
dijelaskan secara tegas terkait akibat hukum terhadap Koperasi yang 
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian yang melakukan kegiatan Perkoperasian 
namun belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangganya kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian dikarenakan dari pemerintah itu sendiri 
hanya mengeluarkan kebijakan tersebut dalam bentuk Surat Edaran 
yang esensinya Surat Edaran hanya bersifat pemberitahuan dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. 
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1. Pertentangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian dengan Undang-Undang Dasar 1945 
Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014 mengeluarkan putusan 
Nomor 28/PUU-XI/2013 terkait pembatalan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dengan amar putusan : 
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu 
sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru. 
Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut 
karena filosofinya ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan 
perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas 
kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 
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Dasar 1945. Adapun muatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi 
dalam putusan nomor 28/PUU-XI/2013, yakni: 
a. Pertentangan Pada Pengertian Koperasi (Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian) 
Pengertian merupakan hal yang fundamental dalam 
Undang-Undang, karena memuat filosofi dari entitas yang 
diaturnya. Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-
undangan berdasarkan Lampiran II angka 107 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah berfungsi untuk menjelaskan makna 
suatu kata atau istilah. Dengan demikian meski tidak mengandung 
norma, namun suatu pengertian memiliki posisi penting dalam 
Undang-Undang, terlebih lagi manakala pengertian tersebut 
dikaitkan dengan pasal lain. 
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian Pasal 1 angka 1 menyatakan, bahwa: 
“Koperasi adalah Badan hukum yang didirikian oleh orang 
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan 
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 
menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 
dengan nilai dan prinsip Koperasi” 
. 
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Pengertian Koperasi berdasarkan Undang-Undang tersebut 
mengandung individualisme yang dapat dilihat dari frasa “Koperasi 
adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan”. 
Frasa tersebut bertentangan dengan asas kekeluargaan dan 
prinsip usaha bersama yang menjadi jati diri Koperasi. 
Pertentangan tersebut dapat dilihat pada frasa “orang-
Perseorangan” dan “Koperasi adalah Badan hukum”. 
Frasa “Orang-Perseorangan” dan “Koperasi adalah Badan 
hukum” dinilai mengandung sifat Individualisme dan melenceng 
dari jati diri Koperasi karena Koperasi sejatinya adalah kumpulan 
orang yang melakukan usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Hal itu dinilai tidak mengandung pengertian 
subtantif dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang 
mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan 
oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan 
anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang 
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu 
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 
Koperasi. 
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b. Pertentangan Pada Tugas dan Kewenangan Pengawas (Pasal 
50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta pasal 
56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian) 
Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e 
serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian memuat mengenai tugas dan wewenang 
pengawas dalam Koperasi. Pasal 50 ayat (1) Huruf a menyatakan 
“Pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus”, Pasal 50 ayat 
(2) huruf a menyatakan “Pengawas berwenang Menetapkan 
penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian 
Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar” dan 
Huruf e menyatakan “Pengawas berwenang dapat 
memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan 
menyebutkan alasannya” serta Pasal 56 ayat (1) menyatakan 
“Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul 
Pengawas”. 
Koperasi sebagai salah satu entitas yang penting dalam 
sistem ekonomi yang berkarakter demokrasi dan berdasarkan 
atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan karakter demikian maka 
anggota Koperasi adalah pemegang kedaulatan dalam Koperasi. 
Sebagai pemegang kedaulatan Anggota Koperasi memiliki hak 
untuk memilih dan dipilih. Artinya, terkait dengan pengurus 
Koperasi, anggota Koperasi berhak memilih anggota mana yang 
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dapat menjadi pengurus dan anggota Koperasi berhak untuk 
dipilih sebagai pengurus. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
merupakan mekanisme demokratis yang menjadi forum bagi 
anggota Koperasi untuk menggunakan kedaulatannya untuk dipilih 
dan memilih. 
Terdapat pertentangan terhadap Pasal-Pasal yang telah 
diuraikan di atas terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian itu sendiri, yakni Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan, bahwa: 
“Nilai yang Mendasari kegiatan Koperasi, yaitu: 
a) Kekeluargaan; 
b) Menolong diri sendiri 
c) Bertanggung jawab; 
d) Demokrasi; 
e) Persamaan; 
f) Berkeadilan; dan 
g) Kemandirian.” 
 
Serta Pasal 29 ayat (2) huruf c yang memuat tentang hak 
anggota untuk memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau 
Pengurus. Uraian pasal di atas terkait tugas dan wewenang 
Pengawas juga bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945. 
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c. Pertentangan Pada Pengangkatan Pengurus dari Non-
Anggota (Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian) 
Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian menentukan bahwa: 
“Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota 
maupun Non-Anggota” 
Frasa “Non-Anggota” dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut 
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 serta jati diri Koperasi yang dikemukakan oleh Mohammad 
hatta, yakni “Perekonomian sebagai Usaha bersama dengan 
berdasarkan kekeluargaan adalah Koperasi, Karenan Koperasilah 
yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha 
sebagai suatu keluarga. Disini tidak ada pertentangan antara 
majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang 
bekerja adalah anggota dari Koperasinya, sama-sama 
bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu”.71 
d. Pertentangan Pada Modal Koperasi (Pasal 66 sampai dengan 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian) 
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian yang dicita-citakan akan efektif 
                                                             
71 Mohammad Hatta, 1987,  Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, PT. Inti Idayu 
Press, Jakarta, hlm. 14 
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menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian ini memiliki banyak perbedaan dari segi modal 
Koperasi. Perbedaan tersebut diharapkan akan memperkuat 
Koperasi ketika pembentukannya, ternyata bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip dasar Koperasi, yakni 
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Modal Koperasi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah terdiri dari 
Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. 
Selain itu, modal Koperasi dapat berasal dari hibah, modal 
penyertaan, modal pinjaman dari anggota, koperasi lainnya 
dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, 
penerbit obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang tidak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Istilah setoran pokok lebih menekankan pada pengertiannya 
sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga 
konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila bersangkutan 
keluar atau berhenti sebagai anggota Koperasi. Hal ini diperkuat 
oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian, yakni “Setoran Pokok dibayarkan oleh 
anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan 
sebagai anggota dan tidak dapat di kembalikan”. Istilah setoran 
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pokok dan ketentuannya yang tidak dapat ditarik kembali sejatinya 
bertentangan dengan prinsip dasar Koperasi yang menganut 
prinsip sukarela dan terbuka. 
Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang 
digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian yang maknanya bahwa anggota Koperasi 
menyimpan sejumlah uang sebagai modal yang manakala yang 
bersangkutan keluar atau berhenti karena suatu alasan maka 
simpanan tersebut dapat diambil kembali. Jadi, dalam konsep 
simpanan Pokok, uang yang disimpan itu tidak semata-mata 
menjadi modal Koperasi tetapi juga berfungsi sebagai tabungan 
dari anggota. 
e. Pertentangan Pada Jenis Koperasi (Pasal 82, Pasal 83, Pasal 
84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian) 
Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian yang menentukan bahwa: 
“(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam 
Anggaran Dasar. 
(2)  Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau 
kepentingan ekonomi Anggota.” 
Pada Pasal 82 pada pokoknya memerintahkan agar setiap 
Koperasi dalam Anggaran Dasarnya mencantumkan jenis 
Koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha 
dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Pada Pasal 83 dan Pasal 
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84 dijelaskan bahwa jenis-jenis Koperasi yang dimaksud, ialah 
Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi jasa, dan 
Koperasi simpan pinjam. 
Pemberlakuan Pasal 82, 83, dan 84 membatasi jenis 
kegiatan usaha Koperasi hanya empat jenis. Pembatasan tersebut 
dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha 
Koperasi. Hal ini bertentangan dengan hakikat Koperasi sebagai 
suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan 
hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota. 
f. Pelarangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal 
Dari Transaksi Non-Anggota (Pasal 78 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) 
 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian menyatakan, “Selisih Hasil Usaha adalah 
Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari 
hasil usaha atau pendapatan Koperasi satu Tahun buku setelah 
dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”. 
Selisih Hasil Usaha pada Pasal tersebut terdiri dari dua macam, 
yaitu Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha. Pada Pasal 78 
ayat (2) menyatakan, “Koperasi Dilarang membagikan kepada 
Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan 
Non-Anggota” dan Pasal 80 menyatakan, “Dalam Hal terdapat 
Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib 
menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi”. Berdasarkan 
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Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80 terdapat ketidakadilan terkait hak 
dan kewajiban, yaitu ketika Koperasi mengalami Surplus Hasil 
Usaha, anggota tidak berhak atas Surplus meski Surplus yang 
hanya berasal dari transaksi dengan Non-Anggota, tetapi ketika 
Koperasi mengalami Defisit Hasil Usaha, baik yang disebabkan 
oleh Anggota maupun Non-Anggota, Anggota wajib menyetorkan 
sertifikat Modal Koperasi sebagai tambahan modal. 
Adanya pembatasan membagikan surplus hasil usaha justru 
mencerminkan ketidakberpihakan pada anggota Koperasi sebagai 
pemilik Koperasi. Anggota Koperasi sebagai pemilik dan 
pengguna jasa seharusnya menerima surplus hasil usaha, baik itu 
dari transaksi Anggota maupun Non-Anggota sesuai dengan 
tujuan dari Koperasi itu sendiri, yakni mensejahterakan Anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
2. Dampak yang akan terjadi akibat pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 
Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 18 Oktober 2012, 
yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
ini telah berlaku selama kurang lebih dua (2) Tahun sebelum 
dibatalkan pada tanggal 28 Mei 2014. Pembatalan oleh Mahkamah 
Konstitusi atas Undang-Undang tersebut pasti memiliki alasan yang 
menurut masyarakat pada umumnya dan koperasi pada khususnya 
akan memberikan dampak terhadap kehidupan perkoperasian di 
Indonesia. Dampak yang berpotensi akan sangat berpengaruh akibat 
59 
 
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian menurut penulis, ialah: 
a. Dari Segi Permodalan Koperasi 
1) Pengimplementasian sistem “Setoran Pokok” akan 
menghalangi Anggota Koperasi untuk bekerja secara 
Sukarela sesuai dengan prinsip yang dianut oleh koperasi, 
yakni sukarela dan terbuka karena Anggota yang ingin 
berhenti menjadi anggota koperasi tidak dapat mengambil 
kembali setoran pokok yang telah disetor, berbeda dengan 
sistem yang dianut pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian yang menggunakan istilah 
“Simpanan Pokok”. 
2) Penambahan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal 
untuk ikut bergabung dalam koperasi. Sertifikat Modal 
Koperasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk 
bergabung dalam koperasi. 
b. Dari Segi Perangkat Organisasi Koperasi  
1) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian memberikan tugas dan kewenangan 
tambahan terhadap pengawas koperasi di mana pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian pengawas koperasi hanya bertugas untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi dan 
membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
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Selain itu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga 
mengatur mengenai wewenang pengawas koperasi, yaitu 
meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan 
segala keterangan yang diperlukan. Namun pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
Pasal 50 menentukan bahwa tugas pengawas koperasi 
selain mengawasi dan membuat laporan mengenai Koperasi 
juga bertugas untuk mengusulkan calon pengurus. Selain 
penambahan tugas pengawas koperasi dari sisi wewenang 
juga bertambah, yakni menetapkan penerimaan, penolakan, 
pemberhentian anggota dan memberhentikan pengurus 
untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. 
2) Pembolehan pengangkatan pengurus koperasi berasal dari 
non-anggota. 
c. Dari Segi Penentuan Jenis Koperasi 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian tidak mengatur mengenai pembatasan jenis usaha 
yang digeluti oleh koperasi. Hal ini berarti bahwa koperasi dapat 
menjalankan koperasi dengan berbagai jenis usaha dalam satu 
koperasi atau yang biasa disebut Koperasi Serba Usaha. Namun 
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian tidak membolehkan hal tersebut. Pada Bab IX 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
menentukan bahwa setiap Koperasi wajib mencantumkan jenis 
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Koperasi dalam Anggaran Dasar dan adapun jenis Koperasinya, 
yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi produsen Koperasi jasa, dan 
Koperasi Simpan Pinjam. 
d. Dari Segi Selisih Hasil Usaha Koperasi 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian dari segi Selisih Hasil Usaha memberikan 
dampak bahwa adanya pelarangan pembagian Surplus Hasil 
Usaha yang berasal dari transaksi non-anggota yang dalam 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 
tidak mengatur hal demikian. 
3. Akibat Hukum Terhadap Koperasi yang Menjalankan Kegiatan 
Usaha Koperasi Berdasarkan Anggaran Dasar yang Berdiri 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian. 
 
 
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam 
Koperasi merujuk pada Undang-Undang yang berlaku yang artinya 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan 
dengan Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Bab II skripsi ini, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
koperasi merupakan suatu perjanjian bagi para anggota koperasi yang 
dibentuk untuk mengatur jalannya koperasi tanpa mengenyampingkan 
Undang-Undang yang berlaku, jadi dapat dikatakan bahwa anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga dalam koperasi merupakan 
Undang-Undang bagi para anggota koperasi.  
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Selang waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian hingga dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2014, ada beberapa koperasi yang 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya  tunduk pada 
Undang-Undang koperasi yang dibatalkan, baik itu koperasi lama 
yang melakukan penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian maupun Koperasi yang baru didirikan pada saat 
Undang-Undang tersebut masih berlaku. 
Pada dasarnya hal yang berbeda belum tentu bertentangan. 
Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
memiliki perbedaan. Dari berbagai perbedaan kedua Undang-Undang 
tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan baik itu bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun prinsip fundamental 
koperasi itu sendiri, seperti yang penulis uraikan pada penjelasan awal 
Bab IV skripsi ini. Pemberlakuan anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian sangat memengaruhi kegiatan usaha 
koperasi, mengingat bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga merupakan aturan main atau Undang-Undang bagi koperasi itu 
sendiri. 
Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian dalam hal pengangkatan pengurus koperasi 
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diperbolehkan berasal dari non-anggota namun dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun tentang Perkoperasian  yang dapat menjadi 
pengurus hanyalah anggota koperasi itu sendiri. Berdasarkan contoh 
di atas, perbedaan kedua Undang-Undang terdapat sebuah 
pertentangan yang artinya masing-masing mengatur hal yang berbeda 
dan tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Selain dari 
pengangkatan pengurus koperasi masih banyak pertentangan lain 
yang lebih lengkapnya telah penulis uraikan pada penjelasan awal 
Bab IV skripsi ini. 
Suatu peraturan tidaklah boleh bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi. Koperasi yang berlandaskan pada 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang substansi 
pengaturannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian, baik itu koperasi lama yang 
menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ke 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
maupun koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian namun belum menyesuaikan 
anggaran dasarnya adalah tidak sah menurut hukum karena 
pertentangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 
yang menjadi prinsip dasar koperasi. Tidak sahnya  koperasi tersebut 
menimbulkan akibat hukum, yakni: 
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a. Dari segi perbuatan hukum yang dilakukan oleh koperasi yang 
berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian.  
Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum, 
di mana timbulnya hak dan kewajiban sebagai badan hukum 
koperasi ialah ketika Akta Pendiriannya mendapatkan 
pengesahan dari Negara melalui Instansi pemerintahan  terkait, 
dalam hal ini ialah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia. Berdasarkan surat edaran yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 pada 
poin pertama yang menyatakan bahwa: 
“Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap sah secara 
hukum karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian pernah berlaku sebagai hukum positif, 
namun harus menyesuaikan kembali Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 
Pelaksaannya”. 
 
Hal ini berarti bahwa Negara dalam hal ini diwakili oleh 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia hanya mengakui koperasi yang memiliki anggaran 
dasar dan anggaran rumah tangga yang didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
Adapun koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tetap dianggap sah 
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karena pernah berlaku sebagai hukum positif namun harus 
melakukan penyesuaian anggaran dasar ke Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh sebab itu 
koperasi yang menjalankan kegiatan usaha namun masih 
menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian, tidak mendapatkan pengakuan dari Negara atau 
dapat dikatakan tidak sah sebagai badan hukum. Hal ini 
mengakibatkan koperasi tersebut tidak memiliki kewenangan 
dalam melakukan perbuatan hukum mengingat bahwa status 
badan hukum diperoleh ketika mendapatkan pengesahan dari 
Negara dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia. 
Syarat-syarat untuk menentukan adanya kedudukan sebagai 
suatu badan hukum, ialah adanya harta kekayaan terpisah, 
memunyai kepentingan sendiri, memunyai tujuan tertentu, dan 
memunyai organisasi yang teratur.72 Selain itu, dalam buku 
tersebut juga menjelaskan teori harta kekayaan bertujuan. Teori 
harta kekayaan bertujuan yang di pelopori oleh A.Brinz 
berpendapat bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum 
dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu. Juga, harta kekayaan itu menjadi milik dari 
perkumpulan yang bersangkutan yang menyebabkan 
                                                             
72 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 175 
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perkumpulan ini menjadi subjek hukum.73dari kedua penjelasan 
tersebut jelaslah merumuskan bahwa yang menjadi ciri khas 
badan hukum ialah pemisahan harta kekayaan badan hukum 
tersebut dengan harta kekayaan anggotanya. Perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh koperasi yang belum memeroleh status 
badan hukum mengakibatkan pertanggungjawaban tidak terbatas 
yang artinya tidak ada pemisahan harta kekayaan pribadi dan 
harta kekayaan koperasi.  Dalam hal ini pertanggungjawaban 
yang dilakukan dapat melibatkan harta pribadi. 
Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian namun belum melakukan 
penyesuaian anggaran dasar dianggap belum mempunyai status 
badan hukum. Adapun, koperasi yang ingin memeroleh status 
badan hukumnya kembali, maka koperasi tersebut harus 
menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang 
yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM 
/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 11 menentukan 
bahwa : 
1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan 
keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 atau 1 (satu) bulan sebagaimana 
dimaksud Pasal 10 ayat (4), maka akta pendirian koperasi 
diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang 
mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara 
                                                             
73  Ibid, Hlm. 176 
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Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran 
Dasar Koperasi.  
2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi 
masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama 
kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum 
untuk kepentingan calon anggota atau koperasi.  
3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota 
memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung 
jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tanggung 
jawab Koperasi.  
4) Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha 
atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus 
menjadi tanggung jawab koperasi.  
5) Apabila Rapat Anggota menolak maka segala akibat yang 
timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung 
jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama.  
Berdasarkan Pasal di atas dijelaskan bahwa koperasi yang 
masih pada proses pengesahan pemerintah dapat melakukan 
kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon 
anggota atau koperasi. Apabila kegiatan usaha atau tindakan 
hukum yang dilakukan oleh pengurus berdasarkan rapat anggota 
maka dalam hal ini koperasi tersebut bertanggungjawab secara 
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Apabila 
pengurus melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum tidak 
berdasarkan rapat anggota, maka segala akibat yang timbul 
dalam melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum menjadi 
tanggungjawab pengurus baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.  
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b. Pencabutan Izin Usaha dan Pembubaran Koperasi oleh 
Pemerintah 
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM 
/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 26 menentukan 
bahwa: 
“Pembubaran Koperasi dapat dilakukan: 
a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat anggota 
b. jangka waktu berdirinya telah berakhir 
c. oleh pemerintah; dan/ atau 
d.tidak melaksanakan Rapat Anggotan Tahunan.” 
 
Pembubaran Koperasi berdasarkan Pasal 26 di atas 
menyatakan bahwa suatu Koperasi dapat dibubarkan Oleh 
Pemerintah, selanjutnya Pasal 32 menentukan bahwa: 
“Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : 
a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; 
b) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban 
umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempuntai kekuatan hukum tetap; 
c) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap; 
d) Tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut; dan/atau 
e) Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata 
selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak 
tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.” 
 
 
Pasal 26 huruf c dan Pasal 32 huruf a mengandung arti 
bahwa, koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah dengan 
alasan koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau 
tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. 
Apabila koperasi menjalankan kegiatan usaha koperasi yang 
anggaran dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian maka hal itu menjadi 
alasan yang sangat jelas bagi Pemerintah untuk melakukan 
pembubaran terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan 
perkoperasian berdasarkan Undang-Undang tersebut, mengingat 
pertentangan Undang-Undang tersebut baik dengan Undang-
Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian. 
Selain itu Pasal 18 Ayat 1  Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi 
menentukan bahwa: 
Tindak lanjut hasil pengawasan Koperasi meliputi:  
a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;  
b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak 
bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan Sanksi 
administratif berupa:  
1) teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;  
2) larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus 
atau Pengawas Koperasi;  
3) pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha 
lainnya dan/atau  
4) pembubaran koperasi oleh Menteri;  
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c. apabila terdapat indikasi tindak pidana, Menteri 
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.  
 Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 huruf b angka 3 diatas 
menjelaskan selain pembubaran koperasi oleh menteri juga 
terdapat pencabutan izin usaha oleh pemerintah. 
B. Pelaksanaan Kegiatan Perkoperasian yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
setelah putusan Mahkamah Konstitusi. 
Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi beralasan menurut hukum 
karena adanya pertentangan antara Undang-Undang tersebut dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pertentangan tersebut 
mengakibatkan tidak sahnya koperasi yang anggaran dasarnya 
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian. Mahkamah Konstitusi di dalam amar putusannya 
memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian untuk sementara waktu guna mengisi 
kekosongan hukum hingga adanya Undang-Undang baru yang 
mengatur mengenai perkoperasian dan menetapkan bahwa Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah tidak 
memiliki kekuatan hukum. Adanya pertentangan dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dengan  
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengharuskan pelaku koperasi 
untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar kembali ke Undang-
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Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun hal ini 
tidak dianggap serius bagi beberapa koperasi.  
Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. 
Terdapat banyak kegiatan usaha yang dilaksanakan di Kota Makassar 
termasuk kegiatan perkoperasian. Mulai awal pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yakni 18 
Oktober 2012  hingga dibatalkannya Undang-Undang tersebut, yakni 
28 Mei 2014 terdapat koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi 
tersebut melakukan kegiatan usaha koperasi namun belum 
menyesuaikan Anggaran Dasarnya ke Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berikut data penelitian yang 
diperoleh dari Dinas koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar: 
No. Badan Hukum Nama Koperasi 
Tahun 2012 
1 
852/BH/XXIV.20/X/2012 
29 Oktober 2012 
Koperasi syariah Prima BKPRMI 
Makassar 
2 
853/BH/XXIV.20/XI/2012 
9 November 2012 
KSU Karya Bersama 86 
3 
854/BH/XXIV.20/XI/2012 
21 November 2012 
KSU Bina Kalima 
4 
855/BH/XXIV.20/XII/2012 
5 Desember 2012 
Koperasi Paraikatte SD Neg. 
Mangkura III 
5 
856/BH/XXIV.20/XII/2012 
5 Desember 2012 
KSU Tetap Setia Pensiunan POLRI 
SUL-SEL 
Tahun 2013 
6 
858/BH/XXIV.20/I/2013 
7 Januari 2013 
Koperasi Niaga Mitra 21 
7 
859/BH/XXIV.20/I/2013 
18 Februari 2013 
Koperasi Simpan Pinjam NIELS 
BOHR 81 
8 
860/BH/XXIV.20/III/2013 
1 Maret 2013 
Koperasi Permata Bhayangkari 
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9 
861/BH/XXIV.20/IV/2013 
4 April 2013 
Koperasi Simpan Pinjam Bahari Tani 
10 
862/BH/XXIV.20/V/2013 
8 Mei 2013 
Koperasi Konsumen AL-AMANI 
11 
863/BH/XXIV.20/VI/2013 
19 Juni 2013 
Koperasi Konsumen Karang Anyar 
12 
865/BH/XXIV.20/VII/2013 
19 Juli 2013 
Koperasi Jasa Aida Berkah 
13 
866/BH/XXIV.20/VII/2013 
19 Juli 2013 
Koperasi Produksi Indomulti 
14 
867/BH/XXIV.20/XI/2013 
5 September 2013 
Koperasi Simpan Pinjam Resky 
Usaha Mandiri 
15 
868/BH/XXIV.20/XI/2013 
19 September 2013 
Koperasi Simpan Pinjam Sanggah 
Buana 
16 
869/BH/XXIV.20/X/2013 
7 Oktober 2013 
Koperasi Simpan Pinjam Masagena 
Tunggal 
17 
870/BH/XXIV.20/X/2013 
8 Oktober 2013 
Koperasi Simpan Pinjam Gotong 
Royong 2 
Tahun 2014 
18 
871/BH/XXIV.20/I/2014 
13 Januari 2014 
Koperasi Simpan Pinjam Zamrud 
Timur 
19 
872/BH/XXIV.20/I/2014 
27 Januari 2014 
Koperasi Simpan Pinjam Karsa Ais 
Mandiri 
20 
873/BH/XXIV.20/II/2014 
28 Februari 2014 
Koperasi Simpan Pinjam Batara Wajo 
21 
874/BH/XXIV.20/IV/2014 
8 April 2014 
Koperasi Jasa Patriot Mandiri 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar 
Berdasarkan data penelitian tersebut terdapat 21 koperasi yang 
didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian di wilayah Kota Makkasar, namun tidak satu 
pun koperasi melakukan penyesuaian anggaran dasarnya ke Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dinas koperasi 
dan UKM wilayah Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Ariani selaku 
Bidang Pendaftaran dan Hukum koperasi menuturkan bahwa, Pihak 
Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar telah melakukan 
sosialisasi setiap mengadakan pelatihan koperasi kepada koperasi-
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koperasi yang anggaran dasarnya berlandaskan pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa 
Undang-Undang tersebut telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi 
sehingga harus melakukan penyesuaian anggaran dasar kembali ke 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain 
itu, sosialisasi juga dilakukan melalui monitoring dan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) yang dilaksanakan oleh koperasi. Dinas Koperasi dan 
UKM wilayah Makassar mengakui bahwa pihaknya tidak dapat 
memaksa koperasi untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar 
karena penyesuaian tersebut membutuhkan biaya di Notaris dan tidak 
adanya suatu keharusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
koperasi kecuali berkaitan dengan kementerian, baik itu dalam bentuk 
bantuan ataupun usulan-usulan seperti koperasi berprestasi dan lain-
lain. Menurut Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar, 
biasanya koperasi melakukan Penyesuaian anggaran dasar hanya 
ketika koperasi tersebut ingin berhubungan dengan Kementerian dan 
bagi koperasi yang belum berhubungan dengan Kementerian 
pihaknya hanya sekedar memberitahukan bahwa Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah tidak berlaku 
lagi dan harus melakukan penyesuaian Anggaran Dasar.74 Namun 
faktanya koperasi-koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di wilayah 
Kota Makassar belum ada yang melakukan penyesuaian anggaran 
                                                             
74 Hasil wawancara dari Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu 
Ariani pada 19 April 2016. 
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dasar ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian.  
Sebagai wilayah pembanding, Parepare merupakan Kota yang 
kegiatan usahanya banyak terjadi termasuk kegiatan perkoperasian. 
Berikut data penelitian yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM 
wilayah Kota Pare-Pare terkait koperasi yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian: 
Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di wilayah Kota Parepare: 
No. Badan Hukum Nama Koperasi 
1 108/BH/Dppk-UKM/PR/III/2014 
18 Maret 2014 
Koperasi Simpan Pinjam 
Institute 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Parepare 
Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan telah melakukan 
penyesuaian anggaran dasar di wilayah Kota Parepare: 
No. Badan Hukum Nama Koperasi 
1 113/PAD/Dppk-UKM/PR/VIII/2014 
3 Agustus 2015 
Koperasi Simpan Pinjam 
Institute 
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Parepare 
Berdasarkan data penelitian tersebut, Dinas Koperasi dan UKM 
wilayah Kota Parepare yang diwakili oleh Bapak Ahmad Rasich selaku 
Kepala seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan koperasi, 
menuturkan bahwa, Pada wilayah Parepare koperasi yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
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Perkoperasian telah melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar ketika 
koperasi telah mengetahui mengenai pembatalan Undang-Undang 
tersebut. Menurut beliau, sebenarnya  banyak masyarakat yang ingin 
membentuk koperasi selang waktu berlakunya Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian namun pihaknya pada 
saat itu masih meragukan kekuatan hukum dari Undang-Undang 
tersebut sehingga pihaknya menunggu Peraturan Menteri Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  terkait peraturan 
Pelaksanaan mengenai Undang-Undang tersebut sembari melakukan 
sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut. Hal inilah yang 
menyebabkan sedikitnya koperasi yang melakukan Penyesuaian 
anggaran dasar dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian sehingga ketika Undang-Undang tersebut dibatalkan 
maka beberapa koperasi tidak lagi melakukan penyesuaian anggaran 
dasar karena pada saat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian itu beberapa koperasi memang 
tidak melakukan Penyesuaian anggaran dasar, hal lainnya ialah masih 
bingungnya masyarakat untuk menentukan jenis usaha yang ingin 
digeluti karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian mengharuskan suatu badan hukum koperasi hanya 
memiliki satu Jenis usaha koperasi berdasarkan Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Hal ini 
76 
 
mengakibatkan sedikitnya koperasi di wilayah Kota Parepare berdiri 
selang waktu pemberlakuan Undang-Undang tersebut.75 
Dari data yang diperoleh dari kedua wilayah tersebut yakni 
Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Makassar dan Dinas Koperasi 
dan UKM wilayah Kota Parepare terdapat perbedaan pada praktik 
pelaksanaannya. Tahapan sosialisasi yang telah diupayakan oleh 
kedua Dinas tersebut terkait pembatalan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan penyesuaian anggaran dasar 
telah disampaikan, tetapi Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota 
Parepare lebih mengutamakan kepastian hukum sehingga pihak 
Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Parepare menunggu Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
terkait peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian. 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 
Pengawasan Koperasi Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 menentukan 
bahwa: 
Pasal 7 
Jenis pengawasan Koperasi meliputi:  
a. pengawasan aktif dan pasif;  
b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;  
c. pengawasan bersifat preventif dan represif.  
 
 
 
 
                                                             
75 Hasil wawancara dari Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota Parepare yang diwakili oleh Bapak 
Ahmad Rasich, pada 13 Mei 2016. 
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Pasal 8 
(1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap 
Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;  
(2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap 
Koperasi yang sudah berjalan baik.  
(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.  
(4) Pengawasan sewaktu-waktusebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 huruf b dilakukan sesuai sesuai dengan kebutuhan.  
(5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 
7 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan 
pencegahan.  
(6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya 
permasalahan.  
 
Pasal 10 
(1) Pelaksanaan pengawasan Koperasi menjadi tanggung 
jawab Menteri berdasarkan peraturan perundang-
undangan;  
(2) Pelaksanaan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) oleh :  
a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan lintas provinsi;  
b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah 
keanggotaaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) 
Provinsi;  
c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.  
(3)  Dalam hal Gubernur tidak mampu melakukan pengawasan   
maka pengawasan dilakukan oleh Menteri;  
(4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak mampu melakukan 
pengawasan maka pengawasan dilakukan oleh Gubernur;  
 
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (5), Pasal 8 Ayat 
(6) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf c di atas, Dinas Koperasi dan UKM  
memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi 
yang berpotensi memunyai masalah dan membina koperasi agar 
dapat melakukan pencegahan terkait masalah tersebut. 
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Informasi yang diperoleh dari Ibu Dewi selaku sekertaris 
Koperasi Zamrud Timur yang berkedudukan di jalan Adyaksa Baru 
Kompleks Ruko Zamrud Blok J Nomor 05, Kelurahan Masale, 
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 
bahwa alasan pihaknya yang tidak melakukan penyesuaian anggaran 
dasar karena tidak mengetahui terkait pembatalan, kewajiban untuk 
melakukan penyesuaian anggaran dasar dan perbedaan antara 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian. Dampak pembatalan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2012 Tentang Perkoperasian belum dirasakan oleh pihaknya, 
karena kegiatan usahanya masih bisa berjalan. Ibu Dewi mengakui 
bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan terkait biaya penyesuian 
anggaran dasar yang harus dikeluarkan untuk melakukan 
penyesuaian anggaran dasar di notaris. Berdasarkan informasi 
tersebut, koperasi Zambrud Timur tidak mendapatkan sosialisasi 
terkait pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian, Kewajiban untuk penyesuaian Anggaran Dasar dan 
perbedaan antara tersebut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1992 tentang Perkoperasian, sehingga pihak koperasi Zambrud Timur 
tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar. Di samping itu 
koperasi Zambrud Timur tidak melakukan penyesuaian Anggaran 
Dasar karena kegiatan usaha koperasinya masih dapat berjalan.  
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Pernyataan dari Ibu Dewi berbanding terbalik dengan 
pernyataan Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Makassar. Pihak 
Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Makassar mengemukakan 
pihaknya telah mensosialisasikan terkait pembatalan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, namun Koperasi 
Zambrud Timur berdasarkan informasi dari Ibu Dewi, tidak mengetahui 
adanya pembatalan Undang-Undang tersebut. Dapat diartikan bahwa 
Pihak Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Makassar hanya melihat 
koperasi-koperasi yang aktif berinteraksi dengan pihaknya saja 
(Permintaan Surat Keterangan Rekomendasi dalam hal bantuan Dana 
dan lain-lain). Di samping itu koperasi  yang tidak aktif berinteraksi 
dengan Dinas Koperasi dan UKM Wilayah Kota Makassar tidak 
mendapatkan perhatian sehingga koperasi tersebut tetap dapat 
menjalankan usaha walaupun anggaran dasarnya berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 
Mengingat bahwa koperasi sebagai badan hukum, baik itu aktif 
berhubungan dengan Dinas Koperasi dan UKM dalam permintaan 
rekomendasi dan lain-lain  maupun tidak aktif berhubungan dengan  
Dinas Koperasi dan UKM, wajib menjalankan kegiatan perkoperasian 
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
berkesimpulan, bahwa: 
1. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh koperasi yang berlandaskan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian  
yang menjalankan kegiatan usaha namun belum melakukan 
penyesuaian anggaran dasar, ialah perbuatan hukum yang 
dilakukan tersebut batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) 
dan adapun perbuatan hukum yang dilakukan, bukan sebagai 
badan hukum melainkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
orang-orang yang berada pada koperasi tersebut yang 
mengakibatkan pertanggungjawaban tidak terbatas antara harta 
kekayaan pribadi dan harta kekayaan koperasi tersebut. Di 
samping itu Pemerintah mempunyai wewenang untuk mencabut 
izin usaha dan membubarkan koperasi apabila koperasi tersebut 
tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 
2. Pelaksanaan kegiatan Perkoperasian yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada wilayah Kota Makassar 
masih terdapat koperasi yang didasarkan pada Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan tetap 
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melangsungkan kegiatan perkoperasian, berbeda dengan wilayah 
Kota Parepare, di mana koperasi yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 
telah melakukan penyesuaian anggaran dasar. Hal ini disebabkan  
kurangnya keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM wilayah Kota 
Makassar terhadap koperasi-koperasi yang jarang melakukan 
interaksi kepada instansi pemerintahan tersebut. 
B.Saran 
Saran dari penulis berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, ialah:  
1. Seharusnya koperasi yang menjalankan kegiatan usaha 
berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum karena 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh 
karena itu, pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dengan  
mencabut izin usaha dan membubarkan koperasi-koperasi yang 
menjalankan kegiatan usaha  yang anggaran dasarnya 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 
2. Dinas Koperasi dan UKM seharusnya tidak hanya mengontrol 
koperasi yang aktif berhubungan dengan pihaknya, melainkan 
seharusnya Dinas Koperasi dan UKM mengontrol secara 
menyeluruh Kegiatan Perkoperasian yang berlangsung di 
wilayahnya, baik yang melakukan kegiatan perkoperasian yang 
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aktif berhubungan dengan pemerintah maupun koperasi yang 
sekedar melakukan kegiatan perkoperasian namun tidak 
membutuhkan campur tangan Pemerintah dalam kegiatan 
usahanya. 
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